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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Ke Hadirat Allah swr Karena atas Limpahan

Rahmat dan Hidayahnya, Penyusunan RENJASatuan Kerja (SKPD) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dapat Diselesaikan.

Rencana Kerja ini Memuat, Program dan Kegiatan dalam Kurun Waktu 1

(Satu) tahun ke Depan, dengan Sasaran Untuk Meningkatkan Pelayanan Melalui Sistem

Peningkatan Aparat DPMD dan Aparat Desa, Meningkatkan Kapasitas Ekonomi

Masyarakat Desa, Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui

Program Pemberdayaan Serta Pendayagunaan Potensi Desa Melalui Pembangunan

Desa.

Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Segala Aspek

Kegiatan Pembangunan yang Berbasis Kemandirian Desa yang Akan Berdampak

terhadap Kepedulian Masyarakat untuk Mengenal diri dan Lingkungannya dalam

Merumuskan Pembangunan Secara Mandiri.

Rencana Kerja ini Merupakan Rencana yang akan Dijadikan Barometer

Sebagai Acuan dan Pedoman Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Berdasarkan

Arah Kebijakan dan Skala Prioritas yang Telah Ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

Akan Dijadikan Acuan Dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan Satu Tahun Kedepan.

Masamba, 31 [anuari 2017
Ke la Dinas PMD
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BABI

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang

didasarkan pada Dokumen Rencana pembangunan [angka Menengah (RPJM)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021 di jabarkan lebih

lanjut melalui Renstra SKPD dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana

Kerja setiap tahunnya yang memuat Program dan Kegiatan prioritas dan usulan -

usulan dari para pemangku kepentingan

Tahun 2017 merupakan tahun kedua transisi Perencanaan Pembangunan

Daerah dari RPJMD 2010-2015. Akan tetapi mengisi kekosongan acuan dalam

menyusun Rencana Kerja SKPD maka RPJMDKabupaten dan Renstra SKPDTahun

2016-2021 tetap merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi

acuan, berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan

direncanakan pada rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Tahun 2017 adaah Program dan Kegiatan yang belum mencapai target

dan belum dilaksanakan.

Tahun 2017 ini adalah tahun kedua Priode Pelaksanaan Renstra tahun

2016- 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2016

dimana capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2016 masing-masing sebesar

52,09% dan 85,80% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian

kinerja adalah TINGGISementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari

tahun 2011 s.d 2015 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-

masing telah mencapai 79,54% dan 75,83% dari yang semestinya 80% untuk

tahun ketiga RPJMD dan Renstra DPMD dengan kriteria tingkat capaian kinerja

2016-2021 adalah TINGGI Dan dari capaian tersebut total 29 kegiatan yang ada,

jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain Rendah 1 (satu)

atau 6,25% , sesuai/tercapal 13 atau 81,25% yang melebihi target tidak ada
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sementara masih terdapat dua kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja

tidak dapat dilaksanakan hal ini karena keterbatasan anggaran.

Renja ini merupakan dokumen Perencanaan yang memuat tentang program

dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta

sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

[angka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578;
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7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

[angka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.2 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata RuangWilayah Tahun 2011-2031;

17. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

[angka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan [angka Menengah Tahun 2010-2020.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

2015 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Utara Tahun 2015 Nomor 2);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Nomor3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Nomor45);

I. 3. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam

menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun

kedepan.

1.1.2. Tujuan :

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan

kebutuhan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat

b. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017.

c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program

dan kegiatan yang telah direncanakan.

d. Untuk menggambarkan proyeksi pagu indikatif yang dibutuhkan untuk

melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun.

e. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan

efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan

berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.
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I. 4. Sistimatika penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BABII. EVALUASIPELAKSANAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABIII. TUJUAN,SASARAN,PROGRAMDANKEGIATAN,

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BABIV. PENUTUP
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BAB.II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

CAPAIAN KRITERIA

KlNERJA OUT KRITERI JUMLAH DAN PERSENT ASE CAPAIAN KETEPAT
CAPAIAN ANCOME DAN KlNERJA KEGIATAN PERENCAOUTPUT

SKPD NAAN
(100% (80%) JUML MELE- TDK OfoYANG

) 2016- AH REND SESUAI BIHI TERLAI< MEMENU2016- 2016 2021 KEGI AH TARGET ~ARGET -SANA HI2016 2021 (Ofo) (Ofo)
f%l f%l ATAN (Ofo) (Ofo) TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

61.85 109.39 24 0 24 0 0

DPMD Tinggi Sangat
Tinggi

97.32 95.05 0 4.17 95,83 0 0 Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa pada tabel 2.1 Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Capian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khusus tahun 2016 masing-masing

sebesar 61,85% dan 97,32% dari yang semestinya 100% dengan kriteria

tingkat capaian kinerja adalah TINGGI Sementara untuk capaian kinerja out

come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 61,85% dan

109,39% dari yang semestinya 80% untuk tahun ke 4 RPJMDatau Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kriteria tingkat capaian

kinerja 2016-2021 adalah SANGAT TINGGI Dan dari capaian tersebut total

24 kegiatan yang ada, jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target

antara lain sesuaiJtercapai 23 atau 95,83% yang melebihi target tidak ada



RENJADinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

sementara masih ada beberapa kegiatan yang di programkan dalam rencana

kerja tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat di Lihat pada tabel berikut:

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

2.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desayang mengaju ke Renstra 2016-2021

KONDI
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN SIKONDI KINER,SASARAN INDIKATOR SINO STRATEGIS SASARAN AWAL A

2016 2017 2018 2019 2020 2021 AKHIR
PERIO

DE
Terwujudnya Laporan
Pengelolaan Keuangan Tepat

1 Keuangan Daerah Waktu Sesuai Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepatyang Akuntabel dan SAP
Berorientasi pada
Publik
Terwujudnya
Laporan Kinerja
administrasi Status Laporan

2 Pemerintahan yang D D C B A A A
Transparan dan Kinerja Baik

dapat diakses oleh
Publik
Berkembangnya [umlah 7 8 8 8 8 8 8

3 Organisasi dan Organisasi Organi Organi Organi Organi Organi Organi OrganiKelembagaan Masyarakat
Masvarakat sasi sasi sasi sasi sasi sasi sasi

Berkembangnya [umlah
Solidaritas, Kelompok

4 Kerjasama dan binaan 1000 1200 1500 1971 2000 2500 2500
Kemitraan antar Pemberdayaan KLP KIp KIp KIp KIp KIp KIp
Kelompok Masyarakat
Masvarakat
Meningkatnya [umlah
Partisipasi Kelompok
Masyarakat dalam Masyarakat

5 Pembangunan yang ikut dalam 7KLP 8KLP 8KLP 8KLP 9 KIp 9 KIp 9 KIp
Musyawarah
Perencanaan
Pembanzunan

Meningkatnya Persentase Belum Belum Belum Belum6 kualitas Pelayanan Kualitas SDM
Survei Survei Survei Survei 50% 80% 80%

AparatDMPD AparatDMPD
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Meningkatnya Iumlah Aparat
Kualitas 5DM Aparat yangtelah

7 Dinas PMD mengikuti 1 2 2 5 8 10 10
Bimtek Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Pemberdayaan
Msvarakat

Meningkatnya Angka rata-rata
kualitas pelayanan Aparatur

8
aparat desa, Pemerintahan

35% 48% 58% 72% 80% 88% 88%Desadengan
Pendididkan 51
ner Desa

Meningkatnya [umlah aparat
jumlah aparat desa desa yang

9 yang memiliki skill/ memiliki skill/ 20 30 30 46 60 85 85
kemampuan kemampuan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
mengoperasik-an mengoperasika
comnuter nkomnuter.
Meningkatnya Persentase

10
Efektifitas fungsi fasilitasi tugas 5% 21% 37% 53% 60% 70% 70%
dan peran LKMD dan fungsi

LKMD
Meningkatnya [umlah usulan
partisipasi kegiatan
masyarakat dalam Pembangunan

11
kegiatan dari Masyarakat 80 85 88 93 102 110 110
pembangunan dan Usulan Usulan Usulan Usulan Usulan Usulan Usulan
kemasyarakat
melalui wadah
LKMD
Meningkatnya [umlah Kepala

55 60 230fungsi BPD sesuai desa, bendahara 40
dengan PP 72 Tahun dan BPDyang 50

Kepala Kepala
60 Benda 40

Benda

12 2005 dan Perda dilatih Kepala
Desa, Desa, Benda ra,45 Benda

hara,
Nomor 08 Tahun Manajemen 30 30 150
2007 Pemerintahan Desa Benda Benda hara Kepala hara Kepala

Desa dan hara% hara
Desa Desa

Keuanllan
Teridentifikasinya [umlah

13 penurunan penurunan 46.800 42.620 44.100 38.350 33.250 25.150 25.150
prosentase jumlah jumlah keluarga Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa
keluaraa miskin miskin
Meningkatnya [umlah keluarga
jumlah keluarga yang

14 yangdapat mengembangk- 25 25 30 25 35 35 160
mengembangk-an an usaha / Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
usaha / industri industri Rumah
Rumah tanaaa tanasa
Meningkatnya [umlah desa
jumlah des a dan yang memiliki 30 50 150 150

15 kelurahan yang data potensi 0 6 Desa 6 Desa Desa Desa Desa Desamemiliki data
notenst vane: akurat
Tersusunnya [umlah desa
Rencana yangtelah 100 166 166 166 166 166 166

16 Pembangunan menyusun
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

jangka menengah RPJM-Desa
desa(RPIM-Desa1 Berdasarkan
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berdasarkan data data Potensi
potensi yang akurat yang Akurat

Meningkatoya jumlah desa dan
jumlah desa dan kelurahan yang
kelurahan yang mencapai

17 mencapai tingkat tingkat 0 6 Desa 8 Desa 30 50 100 100
perkembangan perkembangan Desa Desa Desa Desa
Swadaya, Swakarsa Swadaya,
dan Swasembada. Swakarsa dan

Swasembada

2.2.2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pada tahun 2017, alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 4.898.000.000,- dengan

pencapaian indikator sebagai berikut :

KONDISI TARGET CAPAIANNO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KlNERJA SATUAN AWAL 2016 20162016
Terwujudnya Laporan Keuangan Tepat
Pengelolaan Keuangan Waktu Sesuai SAP

1 Daerahyang Tepat/Ti Tepat Tepat TepatAkuntabel dan dak
Berorientasi pada
Publik
Terwujudnya Laporan
Kinerja administrasi

Status Laporan Kinerja2 Pemerintahan yang A,B,C,D,E D A CC
Transparan dan dapat Baik
diakses oleh Publik

Berkembangnya [umlah Organisasi

3 Organisasi dan Masyarakat Organisa 7 8 Organisasi 8 OrganisasiKelembagaan si Organisasi
Masyarakat
Berkembangnya [umlah Kelompok binaan

4 Solidaritas, Kerjasama Pemberdayaan KLP 1000 KLP 2500 KIp 2500 KIpdan Kemitraan antar Masyarakat
Kelomnok Masvarakat
Meningkatoya [umlah Kelompok
Partisipasi Masyarakat Masyarakat yang ikut

5 dalam Pembangunan dalam Musyawarah KLP 7KLP 9 KIp 9 KIp
Perencanaan
Pembangunan

Meningkatoya kualitas Tingkat Kepuasan Aparat
Belum6 Pelayanan Aparat Desa terhadap Pelayanan 80% Belum Survei

DPMD DPMD Survei

Meningkatoya Kualitas [umlah Aparat yang telah

7 SDMAparat Dinas mengikuti Bimtek Orang 1 Orang 10 Orang 10 orangPMD Pemberdayaan
Msvarakat
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Meningkatnya kualitas Angka rata-rata Aparatur

8 pelayanan aparat desa Pemerintahan Desa % 35% 80% 80%dan kelurahan dengan Pendididkan 51
per Desa

Meningkatnya jumlah [umlah aparat desa yang
aparat desa yang memiliki skill/

9 memiliki skill/ kemampuan Orang 20 Orang 85 Orang 85 orangkemampuan mengoperasikan
mengoperasik-an komputer.
computer
Meningkatnya Persentase fasilitasi

10 Efektifitas fungsi dan tugas dan fungsi LKMD % 5% 70% 51,90 %
peran LKMD
Meningkatnya [umlah usulan kegiatan
partisipasi masyarakat Pembangunan dari

11
dalam kegiatan Masyarakat

Usulan 80 Usulan 110 Usulan 110 Usulanpembangunan dan
kemasyarakat melaIui
wadahLKMD
Meningkatnya fungsi Jumlah KepaIa des a,
BPD sesuai dengan PP bendahara dan BPD yang

50 Kepala 40 4012 72 Tahun 2005 dan dilatih Manajemen Orang
Perda Nomor 08 Pemerintahan Desa dan Desa Bendarahara Bendarahara
Tahun2007 Keuangan

Teridentifikasinya [umlah penurunan

13 penurunan prosentase jumlah keluarga miskin Jiwa 46.800 25.150 Jiwa 25.150 Jiwajumlah keluarga Jiwa
miskin
Meningkatnya jumlah [umlah keluarga yang
keluarga yang dapat mengembangkan usaha /

14 mengembangk-an industri Rumah tangga Orang 25 Orang 35 Orang 35 Orang
usaha / industri
Rumah tangga
Meningkatnya jumlah [umlah desa yang

15 desa dan kelurahan memiliki data potensi Desa 0 150 Desa 150 Desayang memiliki data
notensi vane: akurat
Tersusunnya Rencana Jumlah des a yang telah
Pembangunan jangka menyusun RPJM-Desa

16 menengah desa Berdasarkan data Desa 100 Desa 166 Desa 166 Desa(RPJM-Desa) Potensi yang Akurat
berdasarkan data
potensi vanz akurat
Meningkatnya jumlah jumlah desa dan
desa dan kelurahan kelurahan yang
yang mencapai tingkat mencapai tingkat

17 perkembangan perkembangan 5wadaya, Desa 0 100 Desa 100 Desa
Swadaya, 5wakarsa 5wakarsa dan 5wadaya
dan Swasembada.

Melihat tabel sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa :
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a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi

publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, target dan

capaian kinerja 2016 telah dilaksanakan dengan tepat.

b. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan

dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAlK dimana

target dan capaian kinerja berpredikat CC.

c. Sasaran Strategis Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat

dengan Indikator Yaitu [umlah Organisasi Masyarakat Pad a Tahun 2016 Target

8 Organisasi dengan Capaian 8 Organisasi.

d. Sasaran Strategis Perkembangan Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan Antar

Kelompok Masyarakat dengan Indikator Kinerja [umlah Kelompok Binaan

Tahun 2016 Target 2500 Kelompok dengan Capaian 2500 Kelompok.

e. Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

dengan Indikator [umlah Kelompok Masyarakat yang Ikut dalam Musrembang

Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2016 Target 8 Kelompok dengan

Capaian 8 Kelompok.

f. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Dinas PMD dengan

Indikator Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD Tahun

2016 Target dan Sasaran Belum disurvei.

g. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD dengan

Indikator Jumlah Aparat yang Telah Mengikuti Bimtek Tahun 2016 Target 10

orang dengan Capaian 10 Orang.

h. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kelurahan

dengan Indikator Angka Rata - Rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan

Kualifikasi Pendidikan S.I.

i. Sasaran Strategis Meningkatnya [umlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/

Kemampuan Mengoperasikan Komputer dengan Indikator [umlah Aparat Desa

yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer Tahun 2016,

Target 80 Orang dengan Capaian 28 Orang.

j. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dengan

Indikator Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi LKMDTahun 2016 yakni 37%

dengan Capaian 32 %.
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k. Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan

Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Wadah LKMD dengan Indikator

[umlah Usulan Kegiatan Pembangunan dari Masyarakat Pada Tahun 2016 Yakni

88 Usulan dengan Capaian 15 Usulan.

l. Sasaran Strategis Meningkatnya Fungsi BPD Sesuai dengan PP 72 Tahun 2005

dan Perda Nomor 08 Tahun 2007 dengan Indikator [umlah Kepala Desa,

Bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan

Pada Tahun 2016 Target 60 Kepala Desa, 30 Bendahara dengan Capaian 60

Kepala Desa dn 30 Bendahara.

m. Sasaran Strategis Teridentifikasinya Penurunan Prosentase jumlah Keluarga

Miskin dengan Indikator [umlah Penurunan Keluarga Miskin Pada Tahun 2016

yakni 33.250 Jiwa.

n. Sasaran Strategis Meningkatnya [umlah Keluarga yang dapat Mengembangkan

Usaha / Industri Rumah Tangga dengan Indikator [umlah Keluarga yang

Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga Pada Tahun 2016 yaitu 30

Orang dengan Capaian 25 Orang.

o. Sasaran Strategis Meningkatnya [umlah Desa dan kelurahan yang memilikiu

data Potensi Desa yang Akurat dengan Indikator [umlah Desa yang Memiliki

Data Potensi Pada Tahun 2016 Target 6 desa dengan Capaian 6 Desa.

p. Sasaran strategis Tersusunya Rencana Pembangunan Desa (RPJM-Desa)

berdasarkan Data Potensi yang Akurat dengan Indikator [umlah Desa yang telah

Menyusun RPJMD - Desa Berdasarkan data Potensi Desa Pada Tahun 2016

Target 166 Desa dengan Capaian 166 Desa.

q. Sasaran Strategis Meningkatnya [umlah Desa dan Kelurahan yang Mencapai

Tingkat Perkembangan Swadaya , Swakarsa dan Swasembada dengan Indikator

[umlah Desa dan Kelurahan yang mencapai tingkat Perkembangan Swadaya,

Swakarsa dan Swasembada Pada Tahun 2016 Target 8 Desa Swadaya dengan

Capaian 9 Desa Swasembada.

2.2.3. Program dan Kegiatan 2017

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

a. Penyediaan [asa Surat Menyurat Pagu Anggaran Rp.2.998.000

b. Penyediaan [asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.12.000.000
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c. Penyediaan [asa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 4.000.000

d. Penyediaan [asa Kebersihan Kantor Pagu Anggaran Rp. 9.600.000

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran Rp. 5.000.000

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Pagu

Anggaran Rp. 9.965.000

g. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Pagu Anggaran Rp

243.000.000

h. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan

Asset Pagu Anggaran Rp. 332.410.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp. 40.000.000

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 89.150.000

c. Pengadaan mebeleur Rp. 24.540.000

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 19.010.000

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp.15.000.000

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 10.000.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
a. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan pagu

Anggaran Rp.l07.000.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

pagu Anggaran Rp. 21.500.000

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
a. Kunjungan kerja bersama BupatijWakil BupatijDPRD/Muspida/Pejabat

Pemerintah tingkat Atas/Unit terkait pagu Anggaran Rp. 48.000.000

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Rp.

359.508.500,-

b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
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Rp.235.459.750,-

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro keeil dan menengah di

perdesaan Rp. 976.054.000,-

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 297.420.000

8. Program Pembinaan dan FasiIitasi Pengelolaan Keuangan Desa
a. Evaluasi Raneangan Peraturan Desa tentang APBdesa Rp. 301.863.000

b. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 46.052.500

9. Program Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
a. Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan desa Rp. 377.471.000,-

b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp. 97.530.000

e. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Rp. 199.733.750,-

10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah Rp.257.050.000,-

b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa Rp. 96.440.000,-

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 360.244.500,-

11. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Rp. 300.000.000,-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

a. Tugas Pokok

Berdasarkan PERDA Nomor 47 Tahun 2008 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara mempunyai Tugas pokok

dan Struktur Organisasi yang sangat Strategis Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;
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2. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa serta Kesekretariatan Dinas.

b. Punqsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok terse but diatas, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Pelayanan Dalam Bidang Pemerintahan Desa.

2. Pelayanan Dalam Bidang Kelembagaan Desa, termasuk Kelembagaan

Masyarakat.

3. Pelayanan Dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

pelayanan Dalam Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sejalan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2014,

Berbagai isu - isu penting yang berkembang. Dinamika perubahan lingkungan

strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut ini beberapa permasalahan

yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ditinjau dari Tugas Pokok dan Fungsi, Berbagai isu - isu penting yang berkembang

antara lain:

1. Kemiskinan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Efektifitas Fungsi dan Kelembagaan Pemerintah Desa.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Tuntutan Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pilkades.

Pemekaran Desa.

S. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang ada masih sangat terbatas

dalam mendukung pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien khususnya
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kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat khususnya

untuk menjangkau daerah-daerah terisolir.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen

perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang

dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda) Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan secara

berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga

kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan

Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan

awal RKPD akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan hasil

analisis kebutuhan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPDdapat di Lihat pada tabel berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat belum dimasukkan kedalam

rencana kerja karena belum ada jadwal pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2017 KABUPATEN LUWU UTARA

Lokasi Indlkator 8esaran/
NO Program dan keglatan Kinerja Volume Catatan

1 2 3 4 5 6
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DAB. III

TU,UAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri dirumuskan sebagai berikut:

Visi

" Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan yang Desentralistik, Sistem Politik

yang Demokratis, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Wadah Negara kesatuan Republik Indonesia".

Misi

Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dalam Upaya:

1. Memelihara dan Memanfaatkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kehidupan

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

3. Memantapkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Desentralistik.

4. Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien,

Akuntabel dan Auditable.

5. Memantapkan Sistem Politik dalam Negri yang Demokratis dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi,

Sosial Budaya dan Politik.

7. Mengembangkan Keserasian Hubungan Pus at - Daerah antar Daerah

dan antar Kawasan, Serta Kemandirian dalam Daerah.

8. Pengelolaan Pembangunan Serta Berkelanjutan dan Berbasis

Kependudukan.

Kebijakan Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui

program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi dasar untuk

mengadaptasi kebijakan pemberdayaan masyarakat Sejalan dengan hal tersebut di

rumuskan program strategis untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi DPMD
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Kabupaten Luwu Utara yaitu program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

kapasitas Aparat Desa dan kelembagaan Desa.

Program tersebut diatas kemudian diharmonisasi dengan program

pemberdayaan Propinsi Sulawesi Selatan, melalui singkronisasi program. Hal ini

dimaksudkan dengan percepatan dan penanggulangan kemiskinan sejalan dengan

program propinsi masih mencakup hal kebijakan Nasional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi maka harus dirumuskan kedalam

bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan strategis.

3.2. Tujuan dan Sasaran [angka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat

danDesa
Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan

digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua

program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan Sasaran [angka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara :

1. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Meningkatkan Kompetensi Aparat Dinas PMD, Aparat Desa, Maka tujuan dan

sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang

adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat desa dalam bidang

pemerintahan desa.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas SDMAparat Dinas PMD.

2. Meningkatnya kemampuan aparat desa dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya 40 % menjadi 100%.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa 40 % menjadi

100%.

2) Meningkatkan skill aparat desa dalam pengelolaan administrasi

pemerintahan.
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Sasaran:

1. Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki

skill/kemampuan mengoperasikan komputer dari 40 % menjadi

100%.

2. Meningkatnya kulaitas pelayanan aparat desa dalam

penyelenggaraan administrasi 40 % menjadi 100%.

3) Meningkatkan disiplin dan budaya kerja aparat desa.

Sasaran:

1. Meningkatnya disiplin aparat desa dalam melaksanakan tugas

dari 40 % menjadi 100%.

2. Meningkatnya etos kerja dan produktifitas aparat desa 40 %

menjadi 100%.

2. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kedua

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa, Maka tujuan dan

sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang

adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1) Meningkatkan Efektifitas Fungsi dan Peran lembaga ketahanan

Masyarakat desa (LKMD).

Sasaran:

1. Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dari 40 %

menjadi 100%.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMDdari 50

% menjadi 100%.

2) Meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai

peraturan perundang-undangan.

Sasaran:

1. Meningkatnya Fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan

Perda No.8 Tahun 2007 dari 40% menjadi 100%.

2. Meningkatnya Koordinasi dan Harmonisasi antara BPD dengan

kepala des a dari 50% menjadi 100%.
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3) Meningkatkan Pengetahuan serta wawasan anggota LKMD dan BPD

sesuai tugas Pokok dan fungsinya.

Sasaran:

1. Meningkatnya Pengetahuan serta Wawasan Anggota LKMD dan

BPD yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang

tugasnya dari 40% menjadi 100%.

3. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Ketiga.

Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui program

pemberdayaan, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan

Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1) Meningkatkan daya beli masyarakat serta menurunnya jumlah

keluarga miskin.

Sasaran:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat di pedesaan yang mampu

memenuhi kebutuhan pokok dari 80% menjadi 100%.

2. teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin

dari 30 % menjadi 100%.

2) Bertambahnya jumlah Rumah tangga yang memiliki Usaha Ekonomi

Industri rumah tangga.

Sasaran:

1. Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan

usaha/industri Rumah Tangga dari 20% menjadi 100%.

4. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Keempat

Pendayagunaan Potensi Desa Melalui Pengembangan Desa. Maka tujuan dan

sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang

adalah sebagai berikut :

Tujuan:

1) Menyediakan data potensi desa yang akurat dalam perencanaan

pembangunan desa.

Sasaran:

1. Meningkatnya jumlah desa yang memiliki data potensi yang akurat

dari 50% menjadi 100%.
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2. Tersusunya Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-

Desa) berdasarkan data potensi yang akurat dari 40% menjadi

100%.

2) Menyediakan data potensi desa untuk mengukur tingkat

perkembangan desa.

Sasaran:

2. Meningkatnya jumlah desa yang mencapai tingkat perkembangan

dari Kurang Berkembang, Lamban Berkembang, Berkembang dan

Cepat Berkembang dari 30% menjadi 50%.

3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun

Program kerja operasional sebagai implimentasi kebijakan yang ditetapkan.

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara tahun

2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

a. Program
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan [asa Surat Menyurat

2. Penyediaan [asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan [asa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

4. Penyediaan [asa Kebersihan Kantor

S. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan

kantor

6. Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

8. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawian,Ketatausahaan

danAset.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pengadaan mebeleur

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

S. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaran dinas operasional
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6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

e. Peningkatan Pelayanan Kedinasan

1. Kunjungan Kerja Bersama BupatijWakilBupati/DPRD/Muspida/

Pejabat Pemerintah Tingkat Atas /Unit Kerja Terkait

f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaaan

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1. Fasilitasi Kemitraan swasta dan us aha mikro keeil dan menengah di

perdesaan

2. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Evaluasi Raneangan Peraturan Desa Tentang APBDes

2. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan

i. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa

2. Pelaksanaan musyarakat pembangunan desa

3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

j. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan

keuangan desa

2. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

Pemerintahan des a

3. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
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k, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha Ekonomi

Produktif
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BABIV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa ini disusun sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai implementasi untuk

mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja tahunan ( Renja ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan pada

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2021. Rencana

kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang Program dan

kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA,serta sebagai

alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Penyusunan Rencana Kerjan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif

dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dan memberikan

kemudahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Masamba, 2017
Kepala Dinas PMD

~L:M.ISRAH ~
Pkt : Pembina Tk. I
Nip.1967040S 199710 1 001



KONDISI TARGET CAPAIANNO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KlNERJA SATUAN AWAL 2021 20212016
Terwujudnya Laporan Keuangan Tepat
Pengelolaan Keuangan Waktu Sesuai SAP

1 Daerahyang Tepat/Ti Tepat TepatAkuntabel dan dak
Berorientasi pada
Publik
Terwujudnya Laporan
Kinerja administrasi

Status Laporan Kinerja
2 Pemerintahan yang A,B,C,D,E D A

Transparan dan dapat Baik
diakses oleh Publik

Berkembangnya [umlah Organisasi

3 Organisasi dan Masyarakat Organisa 7 8 OrganisasiKelembagaan si Organisasi
Masvarakat
Berkembangnya [umlah Kelompok binaan

4 Solidaritas, Kerjasama Pemberdayaan KLP 1000 KLP 2500 KIpdan Kemitraan antar Masyarakat
Kelompok Masvarakat
Meningkatnya [umlah Kelompok
Partisipasi Masyarakat Masyarakat yang ikut

5 dalam Pembangunan dalam Musyawarah KLP 7KLP 9 KIp
Perencanaan
Pembangunan

Meningkatnya kualitas Tingkat Kepuasan Aparat
Belum6 Pelayanan Aparat Desa terhadap Pelayanan 80%

BPMPD BPMPD Survei

Meningkatnya Kualitas [umlah Aparat yang telah

7 SDMAparat Badan mengikuti Bimtek Orang 1 Orang 10 OrangPMPD Pemberdayaan
Msyarakat

Meningkatnya kualitas Angka rata-rata Aparatur

8 pelayanan aparat des a Pemerintahan Desa % 35% 80%dan kelurahan dengan Pendididkan Sl
per Desa

Meningkatnya jumlah [umlah aparat desa yang
aparat des a yang memiliki skill/

9 memiliki skill/ kemampuan Orang 20 Orang 85 Orangkemampuan mengoperasikan
mengoperasik-an komputer.
computer
Meningkatnya Persentase fasilitasi

10 Efektifitas fungsi dan tugas dan fungsi LKMD % 5% 70%
peranLKMD



Meningkatnya [umlah usulan kegiatan
partisipasi masyarakat Pembangunan dari

11
dalam kegiatan Masyarakat

Usulan 80 Usulan 110 Usulanpembangunan dan
kemasyarakat melalui
wadahLKMD
Meningkatnya fungsi [umlah Kepala desa,
BPDsesuai dengan PP bendahara dan BPDyang

50 Kepala 4012 72 Tahun 2005 dan dilatih Manajemen Orang
Perda Nomor 08 Pemerintahan Desa dan Desa Bendarahara
Tahun 2007 Keuangan

Teridentifikasinya [umlah penurunan

13 penurunan prosentase jumlah keluarga miskin Jiwa 46.800 25.150 Jiwajumlah keluarga Jiwa
miskin
Meningkatnya jumlah [umlah keluarga yang
keluarga yang dapat mengembangkan usaha /

14 mengembangk-an industri Rumah tangga Orang 25 Orang 35 Orang
usaha / industri
Rumah tanzza
Meningkatnya jumlah [umlah desa yang

15 desa dan kelurahan memiliki data potensi Desa 0 150 Desayang memiliki data
notensi vane akurat
Tersusunnya Rencana [umlah desa yang telah
Pembangunanjangka menyusun RPJM-Desa

16 menengah desa Berdasarkan data Desa 100 Desa 166 Desa(RPJM-Desa) Potensi yang Akurat
berdasarkan data
notensi vane akurat
Meningkatnya jumlah jumlah desa dan
desa dan kelurahan kelurahan yang
yang mencapai tingkat mencapai tingkat

17 perkembangan perkembangan Swadaya, Desa 0 100 Desa
Swadaya, Swakarsa Swakarsa dan Swadaya
dan Swasembada.



TABELS
RUMUSAN RENCANA KERlA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAW TAHUN 2018
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : Dlnas Pemberdayaan Mashyaralcat clan Desa

I Rencana Tahun 2017 Praldraan Rencana Tahun 2018
CATAT

KODE Unasan/Bldang ""-' Pemerlntah Indlkator Klnerja Program / AN Kebututlan
Daerah clan Program/Keglatan Keglatan LoIaIsI Target C8paIan Kebututlan SUmber PENll Target Capaian Dana/PaguKlnerja Dana/Pagu IndIIcatif Dana NG Klnerja IndIIcatif

- r oJ t!l ~
207 207 01 01 Program PeIayanan ~Pelayanan

Admlnlsb'asl Pertcanblran Admlnlstrasl PertcanIiOlan Yang 622,973,000 622,973,000
dllaksanalcan

207 207 01 01 01 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang teI1drim/Masuk Kab. Luwu Pucuk Pucuk
Selama 1 Tahun utara 1,500 Surat 2,998,000 AP8D 1,500 Surat 2,998,000

207 207 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunlkasl, Ter.;edlanya sarana Komunikasl
Sumberdaya air dan UstrIk Internet DPMD 1 Tahun 12,000,000 AP8D 1 Tahun 12,000,000

207 207 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemellharaan dan Ter.;edlanya jasa pemellharaan dan
perizlnan kendaraan perlzlnan kendaraan Dinas DPMD 1 Tahun 4,000,000 AP8D 1 Tahun 4,000,000
dlnas/operasional

207 207 01 01 08 Penyediaan Jasa Keberslhan kantor Jumlah Gedung Kantor dan Clenlng Jenls dan Jenlsdan
Selvlce DPMD 10 dan 1 Cleaning 13,600,000 AP8D 10 dan 1 Cleaning 13,600,000

SeIvIce Selvlce
207 207 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Instalasi UstrIk

UstrIk/penerangan bangunan DPMD 20 lenis 5,000,000 AP8D 20 lenls 5,000,000
kantor

207 207 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Biaya Tagihan Surat kabar
peraturan perundang-undangan /Majalah dan Buku Peraturan

DPMD 16 lenis 9,965,000 AP8D 9 lenls 9,965,000Perundang- Undangan

207 207 01 01 18 Rapat-Rapat koordinasl dan Jumlah Aparat yang Menglkutl Kab Luwu
konsultasi ke luar daerah Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah utara dan Luar 44 Orang 243,000,000 APBD 1 Tahun 243,000,000

daerah
207 207 01 01 19 Penatausahaan Keuangan, Jumlah Laporan / Dokumen

Admlnlstrasi Kepegawalan, Kab.Luwu 12 Dokumen 332,410,000 APBD 17 Dokumen 332,410,000
Kelatausahaan dan Aset utara

207 207 01 02 Program Penlnglcatan Sarana Terpenuhlnya sarma clan
clan Prasarana Aparatur Prasarana bag! Aparatur untuk

mendukung Penlngbtan 193,700,000 193,700,000
Klnerja

207 207 01 02 05 l'engadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan
Operasional Dlnas/Operasional roda Dua yang DPMD 2 unit 40,000,000 AP8D 1 unit 40,000,000

dladakan
207 207 01 02 09 l'engadaanPeralatandan Jumlah Peralatan dan Per1engkapan

PerlengkapanKantor Kantor yang dlpelihara DPMD 7 Jenis 89,150,000 APBD 7 lenls 89,150,000



\

Rencana Tahun 2017
CATAT

Prakiraan Renc:anaTllhun 2018

KODE
Urusan/1IIcIang UnIIan Pemerlntah IncllkatDr ICJnerjaProgram / AN Kebutuhan

o-.th clan Program/Keglatan ICeglatan loIcaII Target tapalan Kebutuhan Sumber PENTl Target Otpelan Dana/PaguKlnerja DanII/Pagu lnclllratif Dana NG Klnerja IncllkatIf

207 207 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Peralatan Dinas yang dl
pelihara DPMD 2 Jenls 24,540,000 APBD 2 Jenis 24,540,000

207 207 01 02 22 Pemeliharaan Rutln/Berkala Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung KantXlI' Gedung Kantor DPMD 1 Gedung 15,010,000 APBD 1 Gedung 15,010,000

207 207 01 02 24 Pemellharaan Rutln/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas yang di
Kendaraan Dinas/Operasional pellhara DPMD 2 Jenls 15,000,000 APBD 2 Jenls 15,000,000

207 207 01 02 28 Pemellharaan rutln/berkala Jumlah Gedung dan Peralatan
peralatan dan per1engkapan kantor kantor DPMD 5 Jenis 10,000,000 APBD 5 Jenis 10,000,000

207 207 01 05 Program PenlngIcat.an Terdptanya Penlngkatan
Kapasltal Sumberclaya Kapasltas Sumber Daya 107,000,000 107,000,000
Aparatur Aparatur

2' 07 207 01 05 03 Blmblngan Teknis Implementasi Jumlah Aparat yang Mengikutl Kab Luwu,
Peraturan Perundang-undangan Blmtek Utara dan Luar 44 PNS 107,000,000 APBD 44 PNS 107,000,000

daerah
207 207 01 06 PrognIm Penlngkatan T--..nnya laporan Klnerja

Pengembangan SliUm clan Keuangan DPMD
21,500,000 21,500,000PeIaporan CIIpaIan Klnerja clan

Keuangan
207 207 01 06 01 Penyusunan Laporan Capalan

Klnerja dan Ikhtisar Reallsasl Jumlah Dokumen DPMD 2 Dokumen 21,500,000 APBD 2 Dokumen 21,500,000
Klnerja SKPD

207 207 01 09 Program Penlngkatan
Terlalcsananya Penlnglcat.anPelayanan Kedinasaan
Pelayanan Kedlnasan 48,000,000 48,000,000

207 207 01 09 01 Kunjungan KeIja Bersama
Bupatl/Wakll Terlaksananya PeningkatanBupatl.DPRD/Muspida/Pejabat DPMD 173 desa/Kel 48,000,000 APBD 173 DeslKeI 48,000,000
Pemerintah Tlngkat AtaS/Unlt Peiayanan Kedinasan
KeIja Terkalt

207 207 01 15 Program Penlnglratan Efektlntas Klnerja
Keberdayaan Masyarakat kelembagaan MasyaraIcat Desa 594,968,250 594,968,250
Perdesaan

207 207 01 1501 Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah Lembaga Organlsasl Kab.Luwu
Organlsasl Masyarakat Perdesaan Masyarakat Utara 53

Lembaga 359,508,500 APBD 53 mbagalv. 359,508,500adat

2 07 207 01 1502 Penyelenggaraan Pendidlkan dan Jumlah Pesrta Pelatlhan Tugas dan Kab. Luwu
Pelatlhan Tenaga Teknls dan Fungsl LKMD/LPMD atau Sebutan Utara 30 ProfII 235,459,750 APBD 30 ProfII 235,459,750
Masyarakat Lain desa/LPM desa/LPM



r

Rencana Tahun 2017
CATAT

Praldraan Renalna Tahun 2018

KODE
Urusan/BIdang UruIan Pemerintah Indllcator K1nerja Program I AN Kebutuhan
Da«ah clan Program/Kegiatan KegIatan LoIcasi Target capalan ICebutuhan SUmber PENTJ Target Cepalan Dana/PaguK1nerja Dana/Pagu IndlIcatIf Dana NG K1nerja IndIIcatIf

207 207 01 16 Program Pengembangan Kemancllrtan Ekonoml
Lembaga Ekonoml Pedesaan Masyarakat Desa 1,273,474,000 1,273,474,000

207 207 01 16 06 Fasilitasl kemitraan swasta dan
usaha mikro kedl dan menengah Jumlah KeIompok UEM Kab.Luwu 166 Desa 976,054,000 APBO 166 Desa 976,054,000
di perdesaan Utara

207 207 01 16 07 Monitoring ,Evaluasl dan Pelaporan
Jumlah Monitoring Evaluasl dan Kab.Luwu 1 kali Desa 297,420,000 APBO 166 Desa 297,420,000PeIaoran Utara

404 207 01 17 Program Pembinaan dan Fasilitasl
Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi 347,915,500 347,915,500PengeioIaan Keuangan Desa

404 207 01 1701 Evaluasl Rancangan Peraturan Jumlah Evaluasl Ranvangan Kab.Luwu
Desa tentang APBDesa Peraturan Desa tentang AP80es Utara 166 Desa 301,863,000 APBD 166 Desa 301,863,000

404 207 01 1703 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kab.Luwu
Keuangan Desa Jumlah Pedoman PengeioIaan Utara 200 Buku 46,052,500 APBD 200 Desa 46,052,500Keuangan Desa

207 207 01 17 I'roIIrM' Penlngkatan Efekttfttas Ketertlbatan
Partlslpasl Masyarakat clalam Masyarakat clalam 674,734,750 674,734,750
Membangun Desa Pembangunan Desa

207 207 01 1701 Pembinaan KeIompok Masyarakat
Jumalah Desa yang mendapatkanPembangunan Desa Kab. Luwupembinaan masyarakat Utara 12 Desa 3n,471,000 APBD 12 Desa 3n,471,000
pembangunan Desa

207 207 01 1702 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah Desa <IanKelurahan yang Kab. Luwu Desa &Pembangunan Desa melaksanakan musrenbang Utara 166 Desa 97,530,000 APBO 166Desa Kelurahan 97,530,000

207 207 01 1703 Pemberian Stlmulan Pembanguin
Kab.LuwuDesa Jumlah Desa 30 Desa 199,733,750 APBO 30 Desa 199,733,750Utara

207 207 01 18 I'roIIrM' Penlngkatan
Kapasltas Aparablr Kapasltas Aparatur Pemerinblh 713,734,500 713,734,500
Pemerintahan Desa Desa

207 207 01 1802 Pelatlhan Aparatur Pemerintah Jumlah Desa Yang telah mengikutl Kab.LuwuDesa dalam bidang Manajemen Pelatlhan
Utara 166 Desa 257,050,000 APBO 166 Desa 257,050,000

Pemerintahan Desa
207 207 01 1803 Pelatlhan Aparatur pemerlntah Jumlah Desa yang telah menglkutl

Kab. LuwuDesa dalam Bidang manajemen pelatlhan manajemen 166 Desa 96,440,000 APBO 166 Desa 96,440,000
Pemerintahan Desa pemerlntahan Desa Utara

207 207 01 1804 Monnltoring Evaluasl dan Jumlah Monitoring Evaluasl dan Kab. LuwuPelaporan PeIaoran Utara 166 Desa 360,244,500 APBO 166 Desa 360,244,500



RencIIna Tahun 2017
CATAT

Praklnsan Reneana Tahun 2018

Unlsan/lklang UnIIan Pemertntah lndllcator IOnerja Program I AN KebutuhanKODE Daerah clan Program/KegIatan Keglatan Target tapaIan Kebutuhan $umber PENn Target C8pa1anLoIcasI IOnerja Dana/Pagu IndlIcatIf Dana NG KJnerja Dana/Pagu
IndIIcatif

207 207 01 19 Program PenlngJcatan Peran Peran Perempuan dl peclesaan
Perempuan dl pedesaan 300,000,000 300,000,000

207 207 01 1901 Pelatlhan Perempuan dl Pedesaan Jumlah Perempuan Yang Menglkuti
Kab. Luwu Soslalisas Sosialisasi

dalam Bldang Usaha Ekonoml pelatihan usaha ekonoml produktif 1laporan I&. 300,000,000 AP80 1laporan &. 300,000,000
Produktif Utara Pelatlhan Pelatlhan

lUMlAH 4,898,000,000 4,898,000,000

Masamba,31' JanuaM 2017
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